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Abstract 
 

In the compilation of Islamic law, it is explained that marriage is marriage, which is a strong contract 
or mitsaqan ghalizhan to obey Allah's commands and carry it out is worship. The term marriage 

comes from Arabic, namely ( النكاح), some say marriage according to fiqh terms used the words 
marriage and zawaj words. Meanwhile, according to Indonesian terms, it is marriage. Nowadays it is 
often distinguished between marriage and marriage, but in principle, marriage and marriage differ only 
in drawing the root of the word. The meaning of marriage according to the Shari'ah, marriage also 
means a contract. While the notion of intercourse is only a metaphor. The meaning of marriage here is 
the union of two people with different types, namely men and women who form a bond with an 
agreement or contract. The analytical descriptive method used in this research is to present an 
appropriate description regarding the function of multinational companies in economic development 
through foreign investment. The results of the study concluded that in the Indonesian-national legal 
system, Law No. 1/1974 and Presidential Instruction no. 1/1991 is a regulation that contains 
Islamic legal values, even KHI is an Indonesian fiqh which fully contains Islamic civil law material 
(marriage, inheritance and waqf), in the development of contemporary Islamic religious and family 
differences law, there have been many developments of thought, including in allow interfaith marriages. 
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Abstrak: Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah 
pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (   النكاا), 
adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan 
perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap 
kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan 
pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti nikah menurut syari‟at nikah 
juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari 
pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan 
perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Metode deskriptif analitis 
digunakan dalam penelitian ini yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan 
fungsi perusahaan multinasional dalam pembangunan ekonomi melalui penanaman modal 
asing. Hasil pada penelitian menyimpulkan bahwasanya dalam tata hukum nasional-Indonesia 
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991 merupakan peraturan yang 
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memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya 
memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam 
perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak 
perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama. 

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Hukum Positif, Hukum Islam  

 

 

PENDAHULUAN 

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, 

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata 

nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Hadikusuma, 2007). 

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan 

di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi 

juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan 

yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang 

mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat 

sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang 

maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. 

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang 

dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau 

pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata 

tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, 

sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan 

perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga 

menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia 

(Mathlub, 2005). 

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia 

tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama 

dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan 
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perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab 

atau aliran yang berbeda. 

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan 

kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan 

keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah 

undangundang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat 

yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan(Zahid, 2002). 

 

METODE  

 Metode penelitian yang penulis gunakan pada penerliatian ini adalah  deskriptif 

analitis yaitu menyajikan gambaran yang sesuai berkenaan dengan karakteristik maupun sifat 

suatu keadaan permasalahan pada penelitian untuk kemudiaan dianalisis  dan diolah 

menurut praktek pelaksanaan hukum positif dan didukung dengan teori-teori hukum yang 

berkoleasi dengan permasalahan pada umumnya. Perolehan data sekunder merupakan 

sumber data yang dipergunakan pada penelitian jurnal ini. Adapun data sekunder tersebut 

didapatkan dari studi kepustakaan atau library research (Nazir, 2008). 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan 

yaitu metode dengan melakukan pengolahan dari berbagai data yang berasal dari berbagai 

literatur ataupun segala bentuk sumber bacaan buku-buku maupun jurnal, studi 

kepustakaan bertujuan untuk menganalisis landasan teoritis sebuah permasalahan yang 

sedang dikaji dalam sebuah penelitian, dimana dalam hal ini mengambil permasalahan 

bekenaan dengan hukum perkawinan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

A. PENGERTIAN PERKAWINAN 

1. PERKAWINAN MENURUT HUKUM KUH PERDATA DAN KHI  

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 

menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian Perkawinan 

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan 
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ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah 

(Ramulyo, 2004). 

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari 

hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam pasal tersebut 

menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi 

syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (Santoso, 2016). 

Perkawinan perupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi 

institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang 

wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-isteri. 

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan 

itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama 

dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek 

formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. 

Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan 

saja. UU hanya mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di 

hadapan seorang pegawai catatan sipil. 

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar 

dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-

undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat 

hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris 

dan lain sebagainya 

 

2. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM  

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara‟ untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan 

bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-

Qur‟an surat Ar-Ruum ayat 21: 
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar- Ruum: 21). 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan 

rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). 

Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap 

manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan 

kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari‟atkan dalam agama Islam  

(Tihami, M.A, 2014). 

Selain ayat Al-Qur‟an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran- anjuran untuk 

menikah yaitu: 

 

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung- Nya. 

Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan 

aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia 

bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim) 

 

Berdasarkan illat -nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut 

dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. 

a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang 

telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan 

mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan 

jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab 

kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina). 

b.  Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh 

seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar 

untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia 

akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu 

menjaga dirinya ia tidak berdosa. 

c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang 

relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah  
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tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara 

bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak 

berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat 

dikelompokan ke dalam kategori perbuatan tercela. 

d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 

maksud menganiaya wanita atau calon isterinya. 

e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat 

zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya. 

 

B. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

1. Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata dan UU No 1 Tahun 1974 

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. 

Namun, yang dapat melangsungkan pernikahan adalah mereka-mereka yang telah 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Dalam KUHPerdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua 

macam yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan 

dengan inti atau pokok dalam melangsungkan pernikahan(Rasjid, 2010). 

Syarat ini dibagi dua macam, yaitu : 

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang 

yang harus di indahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. 

Syaratnya meliputi: 

a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang 

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW); 

b. Persetujuan antara suami isteri (pasal 28 KUH Perdata); 

c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita 

berumur 16 tahun (pasal 29 KUH Perdata); 

d. Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang 

belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 KUH 

Perdata). 
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Syarat-syarat diatas adalah bagian pokok dari proses berlangsungnya pernikahan. 

Maksud dari poin (a) yaitu pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laki 

hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang 

perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Poin (b) yaitu pasal 28 

KUHPerdata menjelaskan bahwa asas perkawinan mengehendaki adanya kebebasan kata 

sepakat antara calon suami istri. Poin (c) yaitu pasal 29 KUHPerdata mengartikan bahwa 

seorang pemuda atau pemudi yang umurnya belum mencapai yang telah disebutkan 

didalamnya tidak diperbolehkan mengikat dirinya dengan ikatan perkawinan. Maksud dari 

poin (d) atau pasal 35 KUHPerdata adalah untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-

anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya 

2. Syarat materill relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk 

kawin dengan orang tertentu. Larang itu ada dua macam, yaitu: 

a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah 

dan karena dalam perkawinan; 

b. Larangan kawin karena zina; 

c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika 

belum lewat waktu satu tahun. 

Syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas- formalitas 

dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang 

harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah: 

1.  Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin 

(pasal 50 sampai dengan 51 KUH Perdata). Permberitahuan tentang maksud kawin 

untuk dilakukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin 

dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan jalan menempelkan pada 

pintu utama dari gedung dimana register-register catatan sipil diselenggarakan, dan 

jangka waktunya selama 10 hari. Maksud pengumuman ini adalah untuk 

memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud 

dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab, dapat saja terjadi 

bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai 

Catatan Sipil. Pengumuman itu sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat. 

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. 

Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materiil 
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dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan. 

a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, 

yaitu untuk seorang laki-laki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16 tahun; 

b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak; 

c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu 

sesudahnya putusan perkawinan pertama; 

d. Tidak ada larangan undang-undang bagi kedua pihak 

e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau 

walinya 

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak 

diperbolehkan untuk kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri seorang tidak 

diperbolehkan kawin dengan iparnya; seorang paman dilarang kawin dengan 

keponakannya dan sebagainya. 

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau 

ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun 

harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di 

bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (tooziende voogd). Kalau kedua 

orang tua sudah meninggal, yang memberi izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah 

maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula diperlukan (Aibak, 2009). 

Untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku 

pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat 

anatara kedua orang tua, hakim dapat diminta untuk ikut campur tangan, dan kakek nenek 

tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin. 

Ketentuan dari syarat-syarat di atas yang dituangkan dalam perundang- undangan 

merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu  perkawinan, baik 

itu syarat materiil dan formil dengan tujuan diakuinya sebuah perkawinan tersebut oleh 

negara. 

2. SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM  

Adapun rukun nikah adalah: 

1. Mempelai laki-laki; 

2. Mempelai perempuan; 

3. Wali; 
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4. Dua orang saksi; 

5. Shigat ijab kabul. 

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di 

atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam 

melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di 

atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul. Adapun syarat nikah ialah syarat yang 

bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, 

wali, saksi, dan ijab kabul. 

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. 

Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak 

dan kewajiban suami isteri. 

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami) 

a. Bukan mahram dari calon isteri; 

b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 

c. Orangnya tertentu, jelas orangnya; 

d. Tidak sedang ihram. 

2.  Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri): 

a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

sedang masa iddah; 

b. Merdeka, atas kemauan sendiri; 

c. Jelas orangnya; dan 

d. Tidak sedang berihram. 

3. Syarat-syarat wali: 

a. Laki-laki; 

b. Baligh; 

c. Tidak dipaksa; 

d. Adil; dan 

e. Tidak sedang ihram. 

4. Syarat-syarat saksi: 

a. Laki-laki (minimal dua orang) 

b. Baligh; 

c. Adil; 



Mega Meirina 

Volume 2, Nomor 1, Maret 2023 31 

d. Tidak sedang ihram 

e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. 

5. Syarat-syarat ijab qabul: 

a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali 

b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami 

c. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”; 

d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus; 

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 

f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah; 

g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai 

pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi 

 

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun 

nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh 

karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa 

dikategorikan batal atau tidak sah. 

 

C. PERJANJIAN PERKAWINAN 

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat ole kedua calon pada waktu 

atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa 

yang tersebut dalam persetjuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. 

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak 

bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. “jika syarat perjanjian yang 

dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan , apapun bentuk 

perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya 

sendiri sah. 

Perjanjian perkawinan (Pranikah) tidak familiar dalam budaya Timur, namun 

demikian dengan semakin beragam masalah perkawinan, terkait terbatasnya waktu untuk 

mengenal pasangan hidup karena kesibukan beraktivitas, mendorong sebagian masyarakat 

untuk menerapkan perjanjian perkawinan (Pranikah). Disamping itu, perjanjian pranikah 

diadakan untuk antisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya 

terkait hutang calon suami isteri yang terjadi sebelum pernikahan, penguasaan salah satu 
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pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, larangan poligami (Poliandri-

perselingkuhan) pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya. 

Perjanjian perkawinan (Pranikah) dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon 

suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya 

akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang 

berkenaan dengan katagori Harta Bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk 

KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh- poligami (poliandri), 

pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau 

pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggungjawab 

hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan hidup,pendidikan anak hingga 

dewasa dan mandiri. Pengaturan perjanjian perkawinan (Pranikah) terdapat pada: 

a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 terdiri dari ayat (1), (2), (3) dan (4). 

b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52. 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat / BW 

 

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Pasal 29 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan 

bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, 

agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari 

kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak 

ketiga 

 

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 45 

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 

(1) Taklik talak, dan 
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(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Pasal 46 

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak 

dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan 

persoalannya ke Pengadilan Agama. 

(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap 

perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 

Pasal 47 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat 

membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan 

harta dalam perkawinan. 

(2) Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan 

pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. 

(3) Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu 

menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta 

pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. 

Pasal 48 

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta 

syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan 

kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Ayat (1) 

dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta,syarikat dengan kewajiban suami 

menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. 

 

Pasal 49 

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa 

masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing- masing selama 

perkawinan. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan 

bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat 

perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang 
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diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. 

 

Pasal 50 

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga 

terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-

istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat 

Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. 

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi 

terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan 

oleh suami-istri dalam suatu surat kabar setempat. 

(4) Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang 

bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada 

pihak ketiga. 

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian 

yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga 

 

Pasal 51 

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta 

pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan 

Agama. 

 

Pasal 52 

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh 

diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri 

yang akan dinikahinya itu. 

 

Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat / BW Tentang perjanjian 

perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) 

Pasal 139 s/d 154.20 Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris 

sebelum perkawinan dilangsunngkan (Pasal 147 KUH Per). Perjanjian kawin ini mulai 
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berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftranya. Dimana pernikahan itu telah 

dilangsungkan (Pasal 152 KUH Per). Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin 

dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah (Pasal KUH Per). 

Di dalam ketentuan Pasal 139-143 diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat 

dalam perjanjian kawin yaitu: 

Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan 

a. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan 

b. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua 

c. Tidak boleh melangar hak yang diberikan Undang-undang kepada suami atau istri 

yang hidup terlama 

d. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan 

suami istri 

e. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme portic ( hak mutlak) atas warisan dari 

keturunanya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya 

f. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang 

yang lebih besar daripada bagian keuntunganya 

g. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan 

mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan 

daerah. 

Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai 

apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami 

istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan 

undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata 

susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain : 

1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga. 

2. Tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindah tangankan barang- barang tak 

bergerak isteri. 

3. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat 

perkawinan dilangsungkan. 

4. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan 

Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan 

berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan 
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/ diregister. 

 

Perjanjian perkawinan (Pranikah) dicatatkan dan disahkan dulu oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebelum dilangsungkannya pernikahan calon pasangan suami isteri. 

Perjanjian Pranikah dinilai sah secara hukum ketika seorang laki- laki dan perempuan sudah 

mengikatkan diri dalam ikatan suami isteri. 

Selanjutnya, perjanjian perkawinan (Pranikah) tersebut dibacakan setelah terjadinya 

akad nikah pasangan tersebut. Terdapat syarat lainnya, Perjanjian Pranikah tidak boleh 

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 

Perubahan atau pencabutan materi perjanjian perkawinan (Pranikah) dapat 

dilakukan atas kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Taklik Talak 

yang dibacakan setelah akad nikah merupakan perjanjian perkawinan (Pranikah) yang tidak 

dapat dirubah sama sekali karena saat mengurus nikah sudah ada pemberitahuan adanya 

Taklik Talak yang disampaikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) atau Pembantunya 

(P3N). 

Perjanjian perkawinan (Pranikah) pada jaman sekarang sangat perlu untuk 

mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang 

tidak baik lainnya dalam menikahi seseorang. Sah-sah saja jika sebagian masyarakat menilai 

bahwa perjanjian pranikah mengindikasikan seolah-olah tidak percaya pada pasangannya. 

Banyak kasus di pengadilan yang membuat orang terkejut ketika mengetahui bahwa 

pasangannya sudah beristeri atau bersuami di kota lain. Ada juga, isteri menanggung nafkah 

keluarga krn suami mengaku joblees dan ternyata suami adalah pengusaha tajir dan 

memiliki rumah mewah, hidup bersama dengan selingkuhannya, tapi sayang isteri 

mengetahuinya setelah terjadinya perceraian. 

Masalah keuangan adalah ruang sensitif yang memicu pertengkaran shg 

membutuhkan keterusterangan dan komitmen tinggi dari pasangan suami isteri dalam 

mengelolanya. Dengan ada komitmen yang tertuang dalam perjanjian membuat semuanya 

terang dan tenang sehingga pasangan suami isteri dapat melakukan aktivitas sehari-hari 

tanpa ada kekhawatiran penyelewengan keuangan ataupun penyelewengan hubungan. 

Walau ini tidak diharapkan, jika nantinya terjadi perceraian maka perceraiannya 

tidak akan berlarut-larut karena semuanya sudah diatur dalam perjanjian perkawinan 
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(Pranikah) tersebut, termasuk di dalamnya tentang Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh 

dan biaya yang dibutuhkan dalam pengasuhan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. 

Perlu diingat, Perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak merupakan Undang-

undang bagi pembuatnya 

 

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Perjanjian Perkawinan 

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”). 

 

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 

pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

  

Aturan tersebut merupakan dasar dibolehkannya calon pasangan suami istri 

dan/atau pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian dapat 

dibuat baik sebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement) maupun selama dalam 

ikatan perkawinan (postnuptial agreement). 

  Selain itu, perjanjian perkawinan diatur pula dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 

Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam (“KHI”). 

  

Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam 

Setiap perbuatan di dalam hukum Islam dapat ditentukan hukumnya dalam suatu 

penggolongan. Penggolongan ini dikenal dengan istilah al-ahkam al-khamsah (penggolongan 

hukum yang lima) (Rasjid, 2010). 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?PHPSESSID=0jr1bc16si6lpu9osveadsnjj6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?PHPSESSID=0jr1bc16si6lpu9osveadsnjj6
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5818598634393/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-69-puu-xiii-2015-tahun-2015
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991
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  Imam Syafi’i, yang dikutip dalam buku Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan 

Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam (hal. 17) menggolongkan al-ahkam al-khamsah sebagai 

berikut: 

a. Fardh/wajib, adalah perbuatan yang dilakukan atas perintah. Apabila dikerjakan 

mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. 

b. Sunah/mandub, adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Apabila 

dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. 

c. Ibahah atau mubah, adalah kebolehan. Suatu perbuatan boleh dikerjakan dan boleh 

juga tidak dikerjakan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak mendapat pahala atau dosa. 

d. Makruh atau larangan ringan, adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, 

namun bila dilakukan tidak diancam dengan hukuman atau dosa. Apabila perbuatan 

tersebut ditinggalkan, maka mendapat pahala. 

e. Haram atau larangan, adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan 

apabila ditinggalkan maka mendapat pahala. 

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara 

satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan 

termasuk ke dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas 

melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum 

Islam.Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik 

muamalah adalah boleh dilakukan, hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya 

(Tihami, M.A, 2014). 

Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian 

perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas 

perjanjian dalam hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 

KHI yang mengatur sebagai berikut: 

  

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 

1. Taklik talak, dan 

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
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Kata „dapat‟ merujuk pada suatu kebolehan bagi umat Islam untuk membuat atau 

tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga hukum asalnya adalah mubah/boleh. Pasal 

tersebut juga mengatur mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang dikehendaki dalam 

Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

  

Bentuk Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam 

Terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan yang dimungkinkan dalam Islam, yaitu taklik 

talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

  

1. Taklik talak 

Menurut Pasal 1 huruf e KHI, yang dimaksud dengan: 

  

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah 

yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu 

keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 

  

Dalam hal taklik talak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya: 

 Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.  

 Apabila keadaan yang terdapat dalam taklik talak terjadi, maka bukan berarti 

talak jatuh dengan sendirinya. Istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama 

untuk menjatuhkan talak tersebut.  

 Perjanjian taklik talak bukan hal yang wajib diadakan.  

 Apabila suami telah membuat taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak 

dapat dicabut kembali.  

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam  

Pasal 47 ayat (1) KHI mendeskripsikan frasa „perjanjian lain yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam‟ sebagai berikut: 
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Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat 

perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam 

perkawinan. 

  

Menurut peneliti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. 

Putusan MK 69/2015 yang telah kami uraikan sebelumnya. 

  

Isi Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam 

Isi perjanjian perkawinan dapat berupa: 

1. Percampuran harta pribadi 

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) KHI yang mengatur 

sebagai berikut: 

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat 

membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan 

harta dalam perkawinan. 

b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan 

pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan 

Islam. 

  

Pada dasarnya, perkawinan tidak menimbulkan adanya percampuran harta antara suami-istri 

karena harta di dalam hukum Islam bersifat individual. Hal ini sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 86 ayat (1) KHI: 

  

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. 

  

Namun, apabila kedua pihak ingin melakukan pencampuran harta pribadi maka hal tersebut 

dibolehkan. Dengan catatan, apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. 
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2. Pemisahan harta pencaharian 

Merujuk pada Pasal 47 ayat (2) KHI, kedua pihak juga dapat mengatur mengenai 

pemisahan harta pencaharian masing-masing selama dalam ikatan perkawinan.Menurut 

Sayuti Thalib dalam buku Hukum Kekeluargaan Indonesia (hal. 83), yang dimaksud dengan 

harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah mereka berada dalam 

perkawinan karena usaha, baik usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. 

  Dalam hal pemisahan harta pencaharian, isi perjanjian tersebut tidak boleh 

menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KHI. 

  

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka 

perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. 

  

3. Kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta 

pribadi dan harta bersama 

Selain itu, kedua pihak juga dapat mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta 

bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI. 

  

Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan 

kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama 

atau harta syarikat. 

  

Selain mengatur mengenai harta, menurut hemat kami, perjanjian perkawinan juga 

dapat mengatur hal-hal tambahan seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan 

poligami, hak asuh anak, dan lain-lain. 

  Apabila merujuk pada Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian 

perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan 

kesusilaan. 

 Hal serupa juga dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) KHI. 
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Pasal 46 ayat (1) KHI 

Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

Pasal 47 ayat (2) KHI 

Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta 

pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

  

Dengan demikian, bagi umat Islam, isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan 

dengan hukum Islam. 

 

D. HARTA PERNIKAHAN  

Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta 

bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka 

diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu 

adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi 

percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi. 

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya 

harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak 

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa 

hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas 

persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak 

diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik 

suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama(Ramulyo, 

2004). 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta 

bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat 

Indonesia, hamper semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersma antara suami 

istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Dalam Hukum 

Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak 

dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta 

secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk 

biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri 
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Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan 

mufawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun 

gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak 

dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk 

mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari- hari dan sekedar harta untuk simpanan 

(tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan 

untuk anak- anak sudah mereka meninggal dunia. 

Pencaharian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah karena 

perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam 

masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan 

atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang 

diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja 

besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja 

sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di 

rumah. 

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu 

atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah 

pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi 

harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara 

bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung 

adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami 

yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat 

pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan. 

 

a. Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 bahwa Harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri 

masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
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Pasal 36 menyebutkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak 

atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum 

adat dan hukum-hukum lainnya. 

 

b. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan 

dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 

35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. 

Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak 

menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam 

pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta 

bersama dan istri karena perkawinan. 

 

c. Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan istri, 

sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan dalam perjanjian perkawinan. 

Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan 

suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka 

harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami 

istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka 

peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang 

menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120). 

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek 

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakukah persatuan bulat antara harta 

kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan 

ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah 

dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan 

harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan. 
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Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) mengenai harta yang 

diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 BW (KUH Perdata) menyebutkan; Mulai 

saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara persatuan bulan 

antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak 

diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau 

diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Dengan demikian, di dalam pasal 

ini menunjukan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta 

campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri 

sebelum melangsungkan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari 

tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119- 

123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga 

tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya 

(Pasal 126-138). 

Menurut KUH Perdata Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut 

hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami perkawinan mengadakan surat 

perjanjian di hadapan notaris mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh 

penyimpangan. 

Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tuduk kepada BW mengenai 

persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan 

maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di 

sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separo- separo 

atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal 

sebagai barang gono gini di dalam Hukum Adat. 

Ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami 

istri masing- masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan 

penguasaan (beschekking) atas bagian mereka masing-masing. 

Macam-Macam Harta Bersama 

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia 

antara lain : 

a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka 

masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing- masih pihak suami 

atau istri. 



Mega Meirina 

 AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora 46 

b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin 

berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila 

terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang 

memberikan semula. 

c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau 

warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat. 

d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung 

atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta 

matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama. Tentang harta jenis 

pertama, kedua dan ketiga tidak menjadi persoalan lagi karena sudah pasti statusnya 

dikuasi masing-masing pihak (jenis pertama). Kembali kepada asal dari mana 

datangnya semula (jenis kedua) dan tetap dikuasai mamak kepala waris atau 

penguasa adat yang bersangkutan (jenis ketiga). 

 

Yang menjadi masalah sekarang adalah harta jenis keempat yakni harta yang diperoleh 

selama perkawinan berlangsung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas menurut 

Hukum Islam terdapat dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama 

yaitu : 

1. Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Hukum Islam kecuali dengan syirkah 

(pendapat pertama) 

Berbeda dengan sistem hukum Perdata Barat (BW) dalam Hukum Islam tidak dikenal 

percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan 

istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga 

harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, 

oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa 

bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia 

dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. 

Menurut Hukum Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri syarikatul rajuli 

filhayati : perkongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara 

suami istri dapat terjadi syarikah abdan (perkongsian tidak terbatas). Dalam hal ini 

harta kekayaan bersatu karena syirqah (syirkah) seakan-akan merupakan harta kekayaan 

tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, 

karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talaq, 
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maka harta syirqah tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh 

mana usaha mereka suami/istri turut berusaha dalam syirkah. 

 

2.  Pendapat kedua menyebutkan bahwa ada harta bersama antara suami istri menurut 

Hukum Islam 

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan 

harta milik istri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan 

tidak diperkenakan adanya  campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut 

campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam 

pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Ketentuan hukum Islam 

tersebut sangat realistis, karna kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi 

harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan 

aturan khusus untuk menyelesaikannya. Meskipun hukum Islam tidak mengenal 

adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami istri 

tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami dan istri mengelola kekayaan 

pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus keperceraian. Apabila di 

khawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak di harapkan, maka hukum Islam 

memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanankan. 

Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi 

harta bersama. 

Harta besama itu termasuk ke dalam kategori syirkah mufawwadah, karena 

perkongsian suami atau istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama 

dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai 

harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut. 

Apabila istri dari seorang suami hamil kemudian melahirkan anak mereka, tetapi 

suami tidak turut serta dalam mendidik anak tersebut, maka tidak dapat dikatakan anak 

si istri saja tentulah anak dari suami istri. Demikian pula pula apabila suaminya yang 

bekerja, berusaha dan mendapat harta tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya 

harta suami  saja tentulah menjadi harta suami istri bersama, apabila terjadi putus 

hubungan perkawinan baik karena cerai atas gugatan pihak isteri, atau karena talaq atas 

permohonan suami maka harta bersama itu harus dibagi antara suami istri itu. 

Demikian juga apabila putusnya hubungan perkawinan karena kematian maka 

sebelum harta peninggalan itu dibagi antara para pihak ahli waris, haruslah dikeluarkan 
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lebih dahulu harta bersama antara suami isteri itu, barulah kemudian dikeluarkan utang 

si mayat dan wasiat kalau ada, terakhir sisanya diserahkan kepada para dzulfaraidh dan 

dzulqarabat (asabah). 

Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 UUP dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Harta bersama 

Harta bersama dikuasai oleh suami istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap 

harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1 UUP). Terhadap 

harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut 

ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama 

diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” 

masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. 

Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan 

hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri,yaitu hukum agama, hukum 

adat, B.W dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan  mengaburkan arti 

penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan. Karena ada 

kecendrungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan baik istri atas 

harta bersama. 

2. Harta bawaan 

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-

masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai 

harta bendanya (pasal 36 ayat 2 UUP). Tetapi apabila pihak suami dan istri 

menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harat 

bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi 

perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali 

jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

3. Harta perolehan 

Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta 

bawaan. Masing- masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri 

menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawianan, maka penguasaan harta 

perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi 
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perceraian, harta perolehan, dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, 

kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Perbedaan dalam 

perumusan mengenai pengaturan tentang perkawinan itu disebabkan karena perkawinan 

sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika 

dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang 

suci. Terdapat pula persamaan pengaturan antara hukum islam dan hukum positif.  
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